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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah  

Dalam kehidupan tiap hari kita tidak dapat bebas dari yang namanya 

bersosialisasi. Maka dari itu Allah SWT menciptakan manusia menjadi 

insan kemasyarakatan yang sama-sama menginginkan sesama serupa 

lainnya. Tujuan diciptakan manusia bagaikan insan kemasyarakatan adalah 

untuk menjadikan manusia agar hidup rukun dan peduli terhadap sesama, 

seperti hal nya peduli terhadap kebutuhan hidup masyarakat disekitar 

lingkungan. Salah satu hal yang sering dilakukan masyarakat apabila 

sudah tak mempunyai opsi lainnya guna penuhi keinginan harian atau 

dengan alasan digunakan sebagai modal untuk mengembangkan usaha 

adalah berhutang atau melakukan pinjaman. 

Hutang atau pinjaman, tentu sudah tidak asing lagi bagi masyarakat 

di Indonesia khususnya di daerah Pedesaan. Karena hampir seluruh 

masyarakat pernah melakukan yang namanya berhutang atau pinjaman, 

dengan tujuan dan alasan yang berbeda-beda tentunya. Sudah banyak 

berbagai pihak yang menawarkan pinjaman mulai dari pinjaman 

konvensional sampai syariah seperti Bank, Rentenir, Koperasi atau BMT 

bahkan baru-baru ini ada pinjaman yang berbasis Online. Hal ini tentu saja 

tidak dapat membuat perekonomian semakin meningkat karena terlalu 

banyak nya berhutang kepada pihak-pihak yang mengakibatkan kerugian 
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karena terlalu tinggi bunga yang harus dibayar saat mengembalikan 

pinjaman. 

Untuk mengatasi segala hal yang berkaitan dengan perekonomian, 

dan pengangguran yang ada di pedesaan, Pemerintah  memberikan solusi 

untuk masyarakat agar dapat berkembang lebih maju dan mandiri. 

Contohnya lewat Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri 

Pedesaan (PNPM MP). Dalam bertepatan pada 30 April 2007 PNPM-

Mandiri dikeluarkan Kepala negara di Kota Martil, Provinsi Sulawesi 

Tengah, dalam dikala dikeluarkan PNPM Mandiri berisi atas: PNPM 

Mandiri Pedesaan Program ini ialah penyempurna dari Program 

Pengembangan Kecamatan (PKK) yang diatur sebab Ditjen PMD 

Depdargi serta PNPM Mandiri Perkotaan yang merupakan penyempurna 

dari program pengentasan kemiskinan di Perkotaan (P2PKP) yang diatur 

sebab Ditjen Cipta Karya Dept Pekerjaan Umum.
1
  Salah satu tujuan dari 

program PNPM Mandiri Pedesaan ialah  guna keselamatan serta 

independensi warga kurang mampu yang terdapat di Desa, Program 

Nasional Pemberdayaan Masyarakat  Mandiri Pedesaan tidak hanya 

berkaitan dengan perekonomian, program ini juga dapat dimanfaatkan 

masyarakat untuk fasilitas lain seperti memperbaiki jalan rusak pedesaan 

atau sarana desa lainnya. Dana PNPM MP ini sendiri didapatkan atas 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Anggaran Pendapatan 

Belanja Daerah (APBD) kekuatan warga serta kesertaan global upaya yang 

                                                           
1
 Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri, Sejarah PNPM. Jakarta 

Pusat: Kementrian Koordinator Bidang Kesejahteraan Masyarakat. 
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peruntukan anggarannya bersumber pada kehadiran dusun terabaikan yang 

sudah ditentukan bagi negara. Informasi dusun terabaikan tunggal 

mengarah dalam informasi yang sudah diresmikan bagi kementrian 

Pembangunan Daerah tertinggal (PDT), penggunaan dana berdasarkan 

rasio masyarakat kurang mampu serta kuantitas masyarakat di kecamatan, 

setelah itu guna kecamatan yang tak memiliki dusun terabaikan 

peruntukan anggaran dijalani beserta memakai perbandingan masyarakat 

kurang mampu serta kuantitas masyarakat pada kecamatan.
2
 

Kemudian tujuan PNPM Mandiri dengan cara spesial dikelola 

bagaikan selanjutnya: 

1. Melonjaknya kesertaan semua warga, tercantum warga kurang 

mampu, golongan wanita, suku adat terasing, serta golongan warga 

yang lain yang mudah serta kerap tercampakkan pada cara 

pengumpulan ketetapan serta pengurusan pengembangan. 

2. Melonjaknya volume ketradisian warga yang kokoh, paradigmatis, 

serta responsibilitas. 

3. Melonjaknya volume rezim pada membagikan jasa yang membela 

pada warga kurang mampu (pro-poor). 

4. Melonjaknya potensi warga, pemerintah wilayah, privat, akademi 

besar, badan swadaya serta golongan hirau yang lain guna 

memaksimalkan usaha penyelesaian kekurangan. 

                                                           
2
 Siaga Basu Murbeng , Mochamad Salah Soeaidy ,Riyanto,“Pelaksanaan Program 

Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Pedesaan (PNPM MP) (Studi Pada Bendungan 
Kecamatan Gondang Kabupaten Tulungagung)”, Jurnal Administrasi Publik (JAP),Vol.1, No.5, 
hlm.1261. 
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5. Melonjaknya keberdayaan serta independensi warga, serta golongan 

hirau setempat pada mengatasi kekurangan wilayahnya. 

6. Melonjaknya bekal kemasyarakatan warga yang bertumbuh cocok 

beserta kemampuan kemasyarakatan serta adat guna melestarikan 

kebajikan lokal. 

7. Melonjaknya inovasi serta eksploitasi teknologi pas buat pada 

pemantapan masyarakat.
3
 

Orientasi umum atas adanya PNPM Mandiri ini agar masyarakat 

memiliki kemajuan dalam hal perekonomian yang baik, serta melakukan 

kegiatan untuk mengembangkan kreativitas, atau usaha yang dapat 

membantu mengembangkan. Sesuai dengan tujuan khusus adanya PNPM 

Mandiri ini. Selain itu ada juga misi dari PNPM MP itu sendiri seperti 

berikut: 

1. Kenaikan volume warga serta partisipasi 

2. Pengorganisasian koordinasi peningkatan kontribusi  

3. Pengampuhan guna serta kedudukan penguasa daerah  

4. Kenaikan mutu serta jumlah infrastruktur kemasyarakatan landasan 

serta perekonomian warga.
4
 

Terkait tujuan dari PNPM Mandiri secara khusus dan umum, atau 

bahkan misi yang dimiliki oleh PNPM Mandiri Pedesaan dapat juga 

                                                           
3
 Moh. Rasidi “ Review Program PNPM Mandir iDalam Peningkatan Prasarana 

Kehidupan Masyarakat Di Desa Paowan Kabupaten Situbondo”, Global, Akademi Manajemen 
Informatika, Tahun 2016, Vol.1, No.01,hlm.15.  

4
 Priyo Utomo, Anik Puji Prihatin ,“Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat 

(PNPM)  Mandiri Pedesaan (Studi Tentang Program Simpan Pinjam Perempuan di Desa Cagak 
Agung Kecamatan Cerme Kabupaten Gresik )” , Jurnal Mitra Manajemen ,Tahun 2019, Vol.3, 
No.4,hlm.386. 
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dijadikan sebagai suatu pengingat kepada masyarakat agar dapat 

dimanfaatkan sesuai dengan tujuan yang sudah sesuai dengan PNPM 

Mandiri maupun PNPM Mandiri Pedesaan. 

Desa Kedungbanjar ini sendiri yakni sebuah wilayah yang, 

penghasilan pokok warga nya berasal dari pertanian, karena tidak menentu 

nya hasil pertanian setiap tahun nya sehingga hal ini membuat sedikit 

masyarakat Desa Kedungbanjar meninggalkan Desa dan hidup merantau 

ke kota dengan tujuan untuk memperbaiki perekonomian keluarga. Desa 

ini yakni sebuah daerah yang mendapatkan anggaran dari PNPM MP, 

anggaran yang didapatkan dari PNPM MP ini kemudian kelola oleh pihak 

Desa Kedungbanjar. Kemudian disalurkan kepada pihak yang merasa 

membutuhkan dana guna penuhi keinginan harian tiap hari serta 

serupanya, salah satunya bentuk dari pengelolaan dana PNPM Mandiri 

Pedesaan adalah pinjaman yang dilakukan oleh masyarakat sekitar Desa 

Kedungbanjar yang membutuhkan pinjaman atau ingin mengembangkan 

usahanya. 

Umat Islam sendiri meyakini bahwa hukum Islam ada berdasarkan 

wahyu dari Allah SWT, yang berarti segala sesuatu hal yang terjadi di 

dunia ini sudah digariskan oleh Allah SWT untuk kehidupan manusia. 

Kemudian untuk menetapkan hukum fiqih yang tidak dibahas dalam Al-

Qur’an dan hadits,  kemudian para ulama berijtihad untuk menyelesaikan 

masalah yang tidak dijelaskan dalam Al-Qur’an dan hadits dengan tujuan 

agar manusia tidak mengalami kesulitan dalam menyelesaikan masalah 
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untuk kehidupan masa depan dengan beberapa metode ijtihad seperti, 

Istihsan, Maslahah Mursalah,’Uruf, Dzari’ah, Istishhab dan masih banyak 

metode yang dapat digunakan umat Islam dalam menentukan hukum fikih. 

Kemudian penulis tertarik dalam menggunakan salah satu metode 

ijtihad dalam Ushul Fiqh yaitu dengan metode maslahah mursalah untuk 

mengetahui bagaimana pinjaman dari Program Nasional Pemberdayaan 

Masyarakat Mandiri Pedesaan ini dilihat dari segi maslahah mursalah. 

Selain itu praktik pinjaman dana, yang ada di Desa Kedungbanjar 

Kecamatan Sugio Kabupaten Lamongan. Menurut peneliti sendiri menarik 

untuk diteliti karena kurang jelasnya sistem hukum pinjaman yang berlaku 

apakah sudah sesuai dengan rukun dan syarat  pinjaman dalam Hukum 

Islam atau belum, kemudian untuk mengetahui apa saja syarat dan hal lain 

yang berkaitan dengan pinjaman yang dilakukan oleh Desa Kedungbanjar 

dengan dana yang didapatkan dari PNPM Mandiri Pedesaan. Dengan 

tujuan mengetahui bagaimana sebenarnya sistem pinjaman yang 

dilakukan, sehingga tidak adanya pihak yang merasa dirugikan dan 

mencegah adanya hal-hal yang keluar dari syariat. Berdasarkan beberapa 

masalah yang sudah ada dilapangan, maka peyusun ingin mengadakan 

penelitian terkait “Tinjauan Hukum Islam Terhadap  Pinjaman 

Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Pedesaan (PNPM MP) 

Pendekatan Teori Maslahah Mursalah (Studi kasus Desa 

Kedungbanjar Kecamatan Sugio Kabupaten Lamongan)”  

B. Rumusan Masalah 
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1. Bagaimana Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pinjaman Program 

Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Pedesaan (PNPM MP) di 

Desa Kedungbanjar Kecamatan Sugio Kabupaten Lamongan ? 

2.  Bagaimana Pinjaman Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat 

Mandiri Pedesaan (PNPM MP) dilihat dari pendekatan Maslahah 

Mursalah ? 

C. Tujuan Penelitian 

1. Guna mengetahui bagaimana mekanisme pinjaman dana PNPM 

Mandiri Pedesaan yang berada di Desa Kedungbanjar Kecamatan Sugio 

Kabupaten Lamongan. 

2. Guna mengenali Tinjauan Hukum Islam kepada pinjaman Program 

Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Pedesaan yang berada di 

Desa Kedungbanjar Kecamatan Sugio Kabupaten Lamongan. 

D.  Manfaat Penelitian 

1. Manfaat Akademik 

a. Kinerja dari riset ini diharapan bisa memberian wawasan serta 

tambahan pengetahuan terkait hukum Islam khususnya dalam 

hal pinjaman.  

b. Dapat memberikan ilmu tambahan bagi peneliti serta dapat 

dijadikan informasi untuk para peneliti selanjutnya yang sama 

dengan pembahasan terkait pinjaman PNPM MP. 

 

 



8 

 

2. Manfaat Praktis 

a. Hal ini dapat dijadikan pengetahuan untuk masyarakat sekitar 

khususnya yang berada di Desa yang akan atau sudah pernah 

melakukan pinjaman PNPM Mandiri Pedesaan dengan 

mengetahui tentang pinjaman yang sesuai dengan Hukum Islam. 

b. Manfaat lainya dapat dijadikan perbandingan untuk para peneliti 

yang akan datang dengan pembahasan yang hampir sama terkait 

tentang tinjauan Hukum Islam terhadap pinjaman PNPM 

Mandiri Pedesaan dengan pendekatan teori Maslahah Mursalah. 

E. Metode Penelitian 

Untuk memulai suatu penelitian, seorang peneliti akan menggunakan 

metode penelitian yang sesuai dengan karakter penelitian agar dapat 

memberikan hasil yang baik, serta dapat dipertanggung jawabkan. 

Adapun beberapa tipe riset yang dipakai periset pada melaksanakan 

skrispsi tersebut merupakan : 

a. Jenis Penelitian 

Tipe riset yang dipakai pada skripsi tersebut merupakan riset 

lingkungan (field reserch) dengan metode pengumpulan data atau 

informasi bersumber dari lapangan yang di dapatkan secara benar 

sesuai dengan keadaan dan informasi yang didapatkan. Data yang 

diteliti berkaitan dengan pinjaman terhadap dana PNPM MP 

menurut tinjauan hukum Islam dan pendekatan teori Maslahah 

Mursalah. 
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b. Pendekatan Penelitian 

Bentuk yang dipakai pada skripsi tersebut merupakan bentuk 

kualitatif, yang menekan analisanya dalam cara simpulan dekduktif 

serta induktif dan dalam analisa kepada gairah ikatan dampingi 

kejadian yang dicermati.
5
 Beserta penelitian kualitatif ini penulis 

ingin lebih mengetahui secara langsung dari lapangan terkait 

kebenaran yang berada di masyarakat yang melakukan transaksi 

Pinjaman PNPM Mandiri Pedesaan. 

c. Sumber Data 

1. Data Primer 

Informasi pokok merupakan pangkal informasi yang 

didapat dengan cara kontan dari pihak terkait non penengah. 

Maka informasi pokok tersebut merupakan informasi yang 

diperoleh atas hasil tanya jawab dengan cara kontan beserta 

narasumber yang akan diambil datanya untuk mendapatkan 

informasi yang sesuai dengan penelitian ini. Narasumber yang 

dimaksud adalah pihak yang melakukan pinjaman PNPM 

Mandiri Pedesaan, dan pihak yang mengatur atau membawa 

dokumen yang berkaitan dengan PNPM Mandiri Pedesaan yang 

berada di Desa Kedungbanjar Kecamatan Sugio Kabupaten 

Lamongan. 

 

                                                           
5
 Syaifuddin Azwar, Metedologi Penelitian ,(Yogyakarta : Pustaka Pelajar,1998),.Hlm.6 
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2. Data Sekunder 

Informasi inferior merupakan pangkal informasi yang 

didapat dengan cara tak kontan melainkan atas aspek lainnya. 

Informasi itu bukan atas pihak peneliti sendiri, data yang 

diperoleh tersebut berasal dari catatan, buku, dokumen dan 

penelitian sebelumnya dengan tema yang sama yaitu terkait 

dana PNPM Mandiri Pedesaan. 

d. Lokasi Penelitian 

Posisi yang ditampilkan riset sebab pengarang merupakan 

Desa Kedungbanjar Kecamatan Sugio Kabupaten Lamongan. 

Dengan alasan masih aktif nya kegiatan pinjaman PNPM MP yang 

dilakukan oleh masyarakat setempat. 

e. Metode Pengumpulan Data 

1. Wawancara 

Tanya jawab ialah aktivitas yang dijalani dengan cara 

kontan kepada pihak yang akan dijadikan narasumber dengan 

memberikan beberapa pertanyaan untuk mendapatkan indormasi 

yang dibutuhkan. Dengan menggunakan bahasa yang tidak 

formal dan fleksibel kegiatan tanya jawab yang dipakai periset 

in merupakan tanya jawab semi tertata sebab periset diberi 

independensi pada menata seluruh ceruk serta settingan tanya 
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jawab, tak terdapat persoalan yang dirangkai tadinya.
6
 

Wawancara dalam bentuk ini juga bertujuan agar pihak 

narasumber dapat lebih santai dan tidak takut dalam menjawab 

pertanyaan yang ada. 

2. Dokumentasi 

Tata cara pemilihan ialah pemungutan informasi yang 

bisa didapat atas memo arsip yang berkaitan beserta riset. 

Beserta tata cara pemilihan kita bisa menyamakan data-data 

yang sudah terdapat beserta informasi yang sudah 

digabungkan.
7
 Tidak hanya data tertulis tetapi bisa juga data 

berupa foto yang sesuai  beserta riset. 

F. Metode Analisis Data 

Analisa informasi yang dipakai pada riset tersebut analisa data 

kualitatif, yang kemudian di ambil kesimpulan secara dekduktif. 

Kemudian penulis juga menyajikan data dalam bentuk kalimat agar muda 

di pahami, sesuai dengan penelitian Tinjauan hukum Islam terhadap 

Pinjaman Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Pedesaan 

(PNPM MP) dengan bentuk teori Maslahah Mursalah yang berada di Desa 

Kedungbanjar Kecamatan Sugio Kabupaten Lamongan. 

 

 

                                                           
6
 Haris Herdiansyah,Wawancara, Observasi, Dan Focus Group Sebagai Instrumen 

Penggali Data Kualitatif (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2013),.Hlm.66. 
7
 Zaenal Abidin,Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pinjaman Tanpa Angunan Di UPK 

PNPM (Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat) Kelurahan Penggaron Lor Kecamatan 
Genik Kota Semarang.,hlm.10 
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G. Sistematika Penulisan 

Sistematika penulisan yang dibagi secara berkelompok sesuai 

dengan pembahasan untuk mempermudah penelitian sebagai berikut. 

Bab I : Pendahuluan. Bab tersebut hendak mangulas sebagian perihal yang 

berkaitan beserta Judul Skripsi seperti pendahuluan, kerangka balik, 

kesimpulan permasalahan, kajian riset, khasiat riset, amatan pustaka, tata 

cara riset serta penataan penyusunan. 

Bab II : Akad Qardh dan Maslahah Mursalah. Bab tersebut hendak 

mangulas terpaut alas filosofi yang berhubungan beserta skripsi guna 

mengetahui permasalahan yang ada dilapangan. Teori yang akan dibahas 

mengenai pengertian pinjaman dalam islam, tinjauan umum tentang 

Qardh, dasar hukum Qardh, syarat Qardh, rukun Qardh, Riba dan 

Maslahah Mursalah. 

Bab III : Pelaksanaan Pinjaman Program Nasional Pemberdayaan 

Masyarakat Pedesaan Studi Kasus Desa Kedungbanjar Kecamatan Sugio 

Kabupaten Lamongan. Bab ini akan menjelaskan kondisi Desa, profil 

PNPM MP, sejarah PNPM MP, struktur pengurus, program PNPM, model 

pemberdayaan, pinjaman.  

Bab IV : Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pinjaman Program Nasional 

Peberdayaan Masyarakat Pedesaan (PNPM MP) Desa Kedungbanjar. Bab 

ini akan membahas tentang analisa data terkait tinjauan Hukum Islam 

terhadap utang piutang atau Qardh dengan pendekatan teori Maslahah 

Mursalah terhadap praktik Pinjaman  PNPM MP.  
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Bab V : Penutup. Bab ini akan membahas terkait hasil atas riset yang 

bermuatan simpulan, anjuran, serta penutup. 


